PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR |} TAHUN 2023
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN

KELOMP(E)K INFORMASI MASYARAKAT DESA/KELURAHAN

Menimbang

Mengingat

LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Bahwa untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka

untuk transparansi informasi menuju clean government

1.

dan good govemancé disetiap Desa/Kelurahan dibentuk
Kelornpok Informasi Masyarakat, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pembentukan

Kelompok Informasi Masyarakat Desa/Kelurahan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupafen Bombana, Kabupaten Wakatobi dan
Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi
Tenggara (Lem:baranw ‘Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republii{ Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,/
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843),‘ sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun



2008 tentang Ir_iformasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 251, Tambahan ‘Levrnbaran Negara Republik
Indonesia Nomof 5952);

Undang—Undang: Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846); |

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negafa Republik Indonesia Nomor 5537),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undaﬁg—Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti
Undang—Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja (Lembafan Negara Republik Indonesia
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3887);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
Undang—Undanig’Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembafan Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomér 5495);

Peraturan Pemérintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 159, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4588);



Menetapkan

10. Peraturan Pemeﬁntah Noinor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Négara Republik Indonesia
Nomor 5149); |

11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
12. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor  08/PER/M.KOMINFO/6/2010  tentang
Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan
Lembaga Komunikasi Sosial;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;

14, Peraturan Bupati Bombana Nomor 10 Tahun 2022

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi,

Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
DESA/KELURAHAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN
BOMBANA |

BABI
KETENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupaiti ini yang dimaksud dengan:
1.

Daerah adalah Kabupaten Bombana.




10.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan pemerintah  yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Bombana.

Dinas Komunikaéi, Informatika dan Statistik yang
selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang
selanjutnya  disebut Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika dan Sté.ﬁsﬁk Kébupatel_'l Bombana.

Desa adalah Desa di lingkup Pemerintah Kabupaten
Bombana. | ‘

Kepala Desa yang selanjutnya disebut Kepala Desa di
lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.

Kelurahan adalah Kelurahan di lingkup Pemerintah
Kabupaten Bombana.

Lurah yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Kelurahan
di lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.

Kelompok Inforrﬁasi Masyarakat yang selanjutnya
disingkat KIM adalah salah satu jenis lembaga komunikasi
perdesaan/ kelurahan yang dibentuk oleh masyarakat,
dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri
dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan
pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat

dalam rangka meningkatkan nilai tambabh.

BAB II

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI

MASYARAKAT DESA/KELURAHAN

Pasal 2

Pet

unjuk teknis pembentukan kelompok informasi masyarakat

desa/ kelurahan ini tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati

ini

sebagal satu kesatuan yang tak terplsahkan







LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : I3 TAHUN 2023
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
DESA/KELURAHAN LINGKUP.
PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyel,aaran Informasi di 1ndone31a menJad1 tantangan tersendiri.
Dengan puluhan ribu Desa/ Kelurahan yang ada saat ini, belum
semuanya terjangkau sarana @ informasi dan komunikasi yang
memadai. K?sulitan mengakses ir;forfnasi masih dirasakan masyarakat
pedesaan yahg berada di wilayah perbatasan, terdepan, tertinggal serta
belum maju secara ekonomis. Di sebagian wilayah pedesaan yang
terletak di perbatasan, masyarakat écap kali mendapatkari informasi
melalui 31aran media elektronik. sepert1 televisi dan radio saja. Upaya
serius dari Pemenntah Daerah melalui Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statlst11|< untuk membangun akses komunikasi dan informasi ke
desa-desa te;,rus dilakukan melalui beberapa program salah satunya
dengan membentuk dan memberdayakan kelompok informasi
masyarakat{ Desa/Kelurahan atau bisa disebut dengan KIM
Desa/Kelurahan. I

Kelompok Informasi Masyarakat Desa/Kelurahan (KIM
Desa/ Kelureihan) lahir dari beragam faktor. Setidaknya ada tiga faktor
yang mendorong terbentuknya KIM Desa/Kelurahan. Ketiga Faktor ini
adalah kebutuhan, budaya, dan keperitingan. Kebutuhan membentuk
kelbmpok iEni merupakan sifét alami manusia. Karena pada
hakekatnya,i‘ manusia merupakan makhluk komunal. Dengan
berkelompok, kebutuhan manusia untuk berkomunikasi otomatis
terpenuhi. Dalam menumbuh .kembangkan KIM Desa/Kelurahan,
tentunya harus disesuaikan dengan adanya perubahan tatanan

pemenntahan dari sentralisasi ke desentralisasi dengan sistem




otonomi daerah. Selain itu juga .dengan adanya perkembangan
teknologi informasi dan komuflikasi yang mampu meningkatkan
kecepatan d!an kualitas akses informasi, akan berimplikasi dalam
pengembangian KIM Desa/Kelurahan.

Dengah adanya permasalahan tersebut, diperlukan adanya
rumusan arah pengembangan KIM Desa/Kelurahan dan peranannya
dalam masyarakat serta prospeknya di masa yang akan
datang.Berdasarkan pertemuan dan pemantauan yang dilakukan,
ternyata diperlukan adanya kérangka acuan arah pembentukan,
pengembangan dan pemberdayaan KIM Desa/Kelurahan yang bisa
dijadikan pedoman oleh instansi pemerintah di daerah serta berbagai
pihak dalam  masyarakat | dalam  mengembangkan  KIM
Desa/Kelurahan.

B. Tujuan Juknis
1. Untuk memfasilitasi pémbentukan KiMDesa/Kelurahan.

Memuda}ﬂlkan calon anggota KIM dalam Proses pembentukan KIM
Desa/ Kelfurahan mulai dari sosialisasi, pembentukan hingga
pengesahgan KIM Desa/Kelurahan oleh Kepala Desa/Kelurahan
dalam bei%‘xtuk SK Kepala Desa/Lurah.

2. Memberﬂ!‘{an Petunjuk dalam pelaksanan program kerja KIM
Desa/Kelurahan dalam bentuk Buku-buku Administrasi dan
pelaporarfl.

3. Memberikan kerangka acuan kerja (framework) mengenai
pembentukan  KIM.  Desa/Kelurahan, kelembagaan dan
Qperasiorslalisasi KIM Desa/Kelurahan sebagai dasar untuk
mengemﬁangkan KIM Desa/Kelurahan di daerah yang
implementasinya disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-

‘masing.

BAB II
PENGERTIAN DAN TUJUAN KIM DESA/KELURAHAN

A. Pengertian KIM
Kelom‘pok Informasi Masyarakat atau KIM adalah kelompok yang

dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat




yang secara mandiri dan kreatif mengelola informasi dan
pemberdayaelm masyarakat guna meningkatkan nilai tambah.

Definis:,i ini berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan
Infqrmatika Nomor 8 Tahun 2010. Singkatnya KIM adalah kelompok
masyarakat yang aktif mengelolai-} dan menyebarkan informasi kepada

|
masyarakat secara swadaya.

. Tujuan Pembentukan KIM Desa/ Kelurahan

KIM Dlesa/ Kelurahan dibehtuk bukan hanya untuk bertukar
informasi tetapi juga merupakan simpul komunikasi antara
pemerintah {dan masyarakat khususnya masyarakat di daerah
pedesaan/Kelurahan yang juga Berperan sebagai penyebar informasi
kepada masyarakat. Upaya uﬂtuk mengakses informasi sepufar
pembangunain juga dilakukan sesuai dengan kemampuan mereka agar
memiliki manfaat dan bisa dirasakan oleh para anggotanya.

; KIM E1Desa/ Kelurahan dibentuk dengan maksud untuk
meniri‘gkatka:n pengetahuan, kecerdasan, ketrampilan, kearifan yang
mendorong ; berkembangnya motivasi masyarakat khususnya
masyarakat |di daerah pedesaan dalam berparitipasi aktif dalam
penyele'nggar!aan pemerintahan dan pembangunan.

Tujuan; Pembentukan KIM Desa/Kelurahan antara lain:
1. Sebagai mitra pemerintah dalam penyebarluasan, sosialisasi dan
desiminasi informasi pembangunan kepada masyarakat.
2. Sebagai mediator komunikasi dan informasi pemerintahan dan
pembangullnan secara timbal balik dan berkesinambungan.
3. Sebagai forum media untuk pelayanan komunikasi dan informasi

pemerintahan dan pembangun_an.

. Keanggotaan KIM Desa/Kelurahan

Setidaknya dibutuhkan tigé orang untuk bisa membentuk KIM
Desa/Kelurahan. Jumlah Pendiri KIM ini bisa bertambah sesuai
dengan kebutuhan dan kemampuan pendiri dalam mengelola para
anggotanya. ‘Anggota KIM Desa/Kelurahan juga tidak dibatasi. Bisa
berasal dari |berbagai kelompok usia serta tidak membedakan jenis
kelamin. Anggota KIM Desa/Kelurahan juga bisa datang dari aneka

profesi atau II)ekerjaan. Yang terpenting semua angota harus berpadu




dan punya tujuan bersama dalam mendayagunakan informasi sebagai

sarana mendapatkan solusi atas persoalan yang dihadapi.

. Tugas dan Fungsi KIM Desa/ Kehirahan

Tugas|dan Fungsi KIM Desa/Kelurahan pada dasarnya sama

dengan fungsi kelompok informasi masyarakat di bidang pengelolaan
|

informasi dan komunikasi serta penyebarannya untuk meningkatkan

taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, namun ruang jangkauan

dari KIM | Desa/Kelurahan ini yaitu terpusat di wilayah

desa/ kelurali'xan. ‘
Tugas KIM Desa/Kelurahan adalah:

1.

Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami
informasi, ’
Memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih

informasilyang dibutuhkan dan bermanfaat.

Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah
antara m?.syarakat maupun dengan pihak lainnya.

Menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok yang
lainnya untuk mewujudkan kébersamaan, kesatuan dan persatuan

bangsa.

Selain menjalankan tugas tersebut, KIM Desa/Kelurahan juga

memiliki fungsi sebagai berikut :
|

1.

KiM Desai/ Kelurahan merupakan jembatan bagi anggota kelompok
untuk salaing bertukar informasi dengan sesama anggota KIM
Desa/Kelurahan yang lain, pihak-pihak terkait, dan masyarakat
Desa/Kelurahan pada umumnya. Selain itu, KIM Desa/Kelurahan
juga dapat menjadi wahana ihformasi-komunikasi secara vertikal
dengan pemerintah secara tirribal balik.

KIM Desa/Kelurahan berperah memberdayakan masyarakat agar
memiliki | kemampuan memecahkan kmasalah sendiri, sehingga
mampu nl1enjawab tantangan masa kini maupun masa depan.

KIM Desa{/ Kelurahan berperan mendorong masyarakat di daerah
pedesaanjuntuk menggerakkan aktivitas ekonomi produktif dengan
memanfaatkan informasi sebagai nilai tambah untuk mencapai
kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup.

KIM Desa/ Kelurahan berperan sebagai fasilitator bagi Masyarakat
Desa/Kelurahan dan Mitra bagi Pemerintah Daerah.




E. Pendanaan KIM Desa/Kelurahan:
1. Biaya operasional KIM dapat dianggarkan oleh Pemerintah

Desa/ Kelurahan sesuai kemampuan keuangan Desa/Kelurahan.

2. KIM Desa/Kelurahan dapat memperoleh bantuan dari sumber-

sumber lain yang sah dan diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

BAB III

TAHAPAN PEMBENTUKAN fKIM DESA/KELURAHAN

A. Sosialisasi

Pemerilntah di Daerah dalam hal ini yaitu Dinas Komunikasi,

Informatika dan Statistik bertindak sebagai fasilitator dan dinamisator

yang berperén untuk mempermlidah kelompok yang sudah terbentuk

agar semakin mandiri dalam mencari, mengolah dan memanfaatkan

- informasi. KfM Desa/Kelurahan dibentuk dengan paradigma atau cara

pandan:g bottom-up yang bearti - dibentuk dari bawah. Keterlibatan

pemerintah Idalatrn hal ini Dinas' Komunikasi dan Informatika hanya

sebagai perfdorong dan pembina agar masyarakat mandiri dalam

membentuk, mengelola dan memberdayakan KIM Desa/Kelurahan.

- KIM Desa/Kelurahan yang terbentuk selanjutnya bisa disinergikan

dengan para pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun
daerah. Sebagai mitra Pemerintah Daerah, KIM Desa/Kelurahan

berperan

dalam menyebariuaskan informasi di  tingkat

Desa/Kelurahan. Disisi lain, KIM Desa/Kelurahan menjadi

penampung

- aspirasi masyafakat Desa/Kelurahan kemudian

penghubung informasi ke Desa/ Kelurahan.

' B. Pembentukan KIM Desa/Kelurahan

KIM
masyarakat

mengelola

Desa/Kelurahan dibentuk oleh masyarakat, dari
dan untuk masyarai{at yang secara mandiri dan kreatif

informasi dan pemberdayaan masyarakat guna

meningkatkan nilai tambah. Oleh karena itu dibutuhkan serangkaian

langkah penyiapan agar kapasitas~KIM Desa/Kelurahan yang ada di

desa atau kelurahan bisa terus meningkat dari waktu ke waktu.




1
|
|

Penyiapan Sumber Daya Manus1a menjadi hal penting yang harus
diperhatikan. Dengan adanya SDM yang baik, diharapkan pengelolaan
maupun peniyebaran informasi dapat berjalan optimal. Disamping itu
bisa membuat KIM Desa/ Kelurahan berperan lebih besar dalam
mengelola dan mendayagunakan informasi melalui teknologi informasi

dan komunikasi.

. Penetapan K[1M Desa/Kelurahan

" Dukungan Pemerintah merupakan tahapan lanjutan setelah KIM
Desa/ Kelurahan terbentuk dan memalnkan perannya di tengah
masyarakat pedesaan KIM Desa/Kelurahan dapat disahkan atau
dikukuhkan| dengan SK (Surat Keputusan) Kepala Desa/ Lurah.
Pengukuhan§ melalui SK Kepalq Desa/ Lurah ini menjadi penting
karena ,men;lpakan bentuk pendataan sebuah organisasi/lembaga
yang eksis dalam masyarakat. Kedepannya dengan adanya Surat
Keputusan (SK) akan lebih mudah dilakukan pembinaan oleh
pemerintah. !Surat Keputusan pengukuhan KIM Desa/Kelurahan
adalah langkah awal sebuah orgamsam (KIM Desa/Kelurahan) menjadi
badan  hukum. Pengukuhan kelembagaan organisasi KIM
Desa/Kelurahan menggunakan SK yang d1tandatangan1 oleh Kepala
Desa/ Lurah

|

. Penyusunan|program kerja KIM Desa/Kelurahan

KIM Desa/Kelurahan diadakan karena adanya tujuan bersama
yang ingin dicapai. Jelas bahwa tujuan atau sasaran merupakan titik
tolak dari adtanya KIM Desa/ Kelurahan térsebut.Dalarri upaya untuk
mencapai s£e1saran, harus dilakukan berbagai aktivitas seperti
pembagian kerja, penyusunan program kerja, penyediaan baik sarana
fisik mauﬁun keuangan untuk melaksanakan operasional,
pengendaliar} kegiatan, pengawasé.n dan masih banyak lagi. Berikut
langkah-lanékah penyusunan program kerja untuk KIM
Desa/ Kelurahan ;' ‘
1. Membagi | kegiatan- keglatan yang diperlukan guna pencapaian

tujuan dalam langkah-langkah atau tindakan pembagian

pekerjaanz.Hal ini sangat berguna untuk tujuan perencanaan,

1. .
pengorganisasian dan pengawasan.




2. Memperhatikan hubungan antara satu langkah atau tindakan

tersebut | dengan langkah lainnya, apabila diperlukan bisa

dibuatkan urutan dalam pelaksanaan tindakan.

3. Menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk setiap langkah
atau tindakan.

4. Menentukan sumber-sumber baik sarana fisik, sumberdaya
manusia |(pelaksana) maupuh‘ keuangan yang akan diperlukan
untuk mélaksanakan tindakan tersebut. Sarana-sarana yang ada
perlu di inventarisasi terlebih dahulu. Dalam hal ada kekurangan
dalam salah satu sarana atau}sumber, maka perlu dipikirkan cara
pemecahannya, mungkin dengan pembuatan program pencarian
dana atau pencarian tenaga pélaksana

5. Memperhiankan waktu yang dlperlukan untuk menyelesaikan setiap
kegiatan. : .

6. Menentukan tanggal yang pasti untuk setiap kegiatan, sehingga
akhirnya | bisa ditentukan semacam Time Schedule secara

menyeluruh.
BAB IV
PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI KIM KECAMATAN

A. Pengertian Forum Komunikasi KIM Kecamatan

Dalam| kamus bahasa Indonesia Forum diartikan sebagai (1)

lembaga atau badan, (2) sidang, (3) tempat pertemuan untuk bertukar
pikiran secara bebas. Forum dlperlukan untuk memberikan ruang
gerak yang 1eb1h luas dalam memngkatkan peran sebuah lembaga,
sekumpulan| orang, atau perprangan. Dengan adanya forum,
komunikasi dapat berjalan sece{ra maksimal di antara anggotanya
karena adanya intensitas diskusi yang bisa dibangun secara
konstruktif untuk memecahkan masalah bersama.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, maka di setiap kecamatan, kota dan
kabupaten perlu dibentuk Forum Kelompok Informasi Masyarakat
(KIM) yang berfungsi sebagai wahana informasi dan komunikasi antara
anggota KIM dengan pemerintah atau sebaliknya, sebagai mitra dialog

dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik, sebagai




sarana peningkatan pemberdayaan masyarakat dibidang informasi

dan sebagai lembaga atau kelompok.

Berda?arkan pertimbangainr tersebrut,v maka sudah menjadi
kebutuhan Pahwa KIM yang ada di daerah memiliki wadah yang
mampu men‘ingkatkan peran secéra maksimal. Wadah itu diwujudkan
dalam sebuah forum guna menjahn komunikasi untuk mendiskusikan
berbagai permasalahan yang berkenaan dengan perkembangan KIM.
Forum KIM Kecamatan dibentuk V‘dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menemukan masalah bersaﬁia melalui diskusi dengan anggota
kelompok. v 7

MengenalEi cara pemecahan mésalah.

Membuat i keputusan bersama.

Melaksanakan keputusan dengan kerjasama

i b owon

Mengembtangkan jaringan informasi guna memecahkan masalah

dan memenuhl kebutuhan.

. Keahggotaaﬂ

Untuk: bisa membentuk Forum KIM Kecamatan, diperlukan

Ketua atau perwakilan dari setiap KIM Desa/Kelurahan yang ada di
kecamatan _tiersebut. Jumlah Peﬁdiri Forum KIM Kecamatan ini bisa
bertambah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pendiri dalam
mengelola para anggotanya. Angg@ta Forum KIM Kecamatan juga tidak
dibé.tasi. Bisa berasal dari berbagai kelompok usia serta tidak
membedakalg jenis kelamin. Anggota Forum KIM Kecamatan juga bisa
berésal dari| aneka profesi atau pekerjaan. Yang terpenting semua
angota ha’r;uS berpadu dan punya ’tujuan bersama dalam
mendayagunakan informasi sebagai sarana mendapatkan solusi atas

persoalan yang dihadapi.

. Sosialisasi

Pemerintah di Daerah dalam hal ini yaitu Dinas Komunikasi dan

Informatika |bertindak sebagai ; fasilitator dan dinamisator yang
berperan untuk mempermudah kelompok yang sudah terbentuk agar
semakin me}ndiri dalam mencari, merigolah dan memanfaatkan
informasi. Forum KIM Kecamatan dibentuk dengan paradigma atau
cara pandang bottom-up yang berarti dibentuk dari bawah.

Keterlibatan | pemerintah dalam hal ini Dinas Komunikasi dan




Informatika hanya sebagai pendorong dan pembina agar masyarakat
mahdiri dalal.m membentuk, me%lgelola dan memberdayakan Forum
KIM Kecamatan. Forum KIM Kecamatan yang terbentuk selanjutnya
‘bisa d1s1nerg1kan dengan para pemangku kepentingan baik di tingkat
pusat maupun daerah. Sebagai mltra pemerintah daerah, Forum KIM
Kecamatan |berperan sebagai wadah ‘dari masing-masing KIM
Desa/kelurahan serta penampuhg aspirasi masyarakat dari setiap
Desa/Kelurahan kemudian me;njadi pénghubung informasi dari
kecamatan ke Desa/Kelurahan atau dari Desa/ Kelurahan'yang satu

ke Desa/Kelurahan yang lainnya.

. Pembentukan :

Forum KIM Kecamatan dibentuk oleh setiap perwakilan dari
masing-masing KIM Desa/ Kelure{han yang ada di kecamatan tersebut
yaﬁg secara mandiri dan kreatif mengelola informasi dan
pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan ‘nilai tambah. Oleh
karena itu di!butuhkan serangkaian langkah penyiapan agar kapasitas
Forum KIM Kecamatan bisa terus meningkat dari waktu ke waktu.
Dengan adanya Forum KIM Kecamatan yang baik, diharapkan
pengelolaan imaupun penyebaran 1nforma31 dapat berjalan optimal.
Disamping 1tu, dengan adanya Forum KIM Kecamatan bisa membuat
KIM diDesa/Kelurahan berperan lebih besar dalam mengelola dan
mendayagunakan informasi melalui teknologi informasi dan

komunikasi.

. Penetapan

Dukungan Pemerintah mémpakan tahapan lanjutan setelah
Forum KIM i{ecamatan terbe’ntuk dah memainkan perannya. Forum
VKIM Kecamaﬂtan dapat disahkan :/atau dikukuhkan dengan SK (Surat
KeputuSan) C!amat. Pengukuhan melalui SK Camat ini menjadi penting
karena merupakan bentuk pendataan sebuah organisasi/ lembaga
yang eksis dalam masyarakat. ;Kedepannya dengan adanya Surat
Keputusan (SK) akan Ilebih mudah dilakukan pembinaan oleh
pemerintah. |Surat Keputusan pengukuhan Forum KIM Kecamatan

adalah langkah awal sebuah organisasi (KIM) menjadi badan hukum.




‘ F. Penyusunan

Program Kerja

Forum KIIM Kecamatan diadakan karena adanya tujuan bersama

dari masing—imasing KIM Desa/Kelurahan yang ingin dicapai. Jelas

bahwa tujuan atau sasaran merupakan titik tolak dari adanya Forum

KIM Kecamatan tersebut. Dalam upaya untuk mencapai sasaran,

harus dilakukan berbagai aktivitas seperti pembagian Kkerja,

penyusunan

program Kkerja, penyediaan baik sarana fisik maupun

keuangan untuk melaksanakan operasional, pengendalian kegiatan,

pengawasan
penyusunan

1. Membagi

dan masih banyak lagi. Berikut langkah-langkah
program kerja untuk Forum KIM Kecamatan :

kegiatan—kegiatan yang diperlukan guna pencapaian

tujuan cllalam langkah—langkah atau tindakan pembagian
pekerjaan. Hal ini sangat berguna untuk tujuan perencanaan,
pengorganisasian dan pengawasarn.

. Membagi kegiatan-kegiatan Sfang diperlukan guna pencapaian
tujuan | c‘llalam langkah-langkah atau tindakan pembagian

pekeljaan:. Hal ini sangat berguna untuk tujuan perencanaan,
pengorganisasian dan pengawasan.

. Menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk setiap langkah
atau tindakan. |

. Menentuklan sumber-sumber baik sarana fisik, sumber daya

manusia !(pelaksana) maupun keuangan yang akan diperlukan
untuk meilaksanakan tindakan tersebut. Sarana-sarana yang ada
perlu di inventarisasi terlebih i’dahulu. Dalam hal ada kekurangan
dalam salah satu sarana atau sumber, maka perlu dipikirkan cara
pemecaha:nnya, mungkin den.gan pembuatan program pencarian
dana atauf pencarian tenaga pélaksana.

. Memperhsiltikan waktu yang diﬁerlukan untuk menyelesaikan setiap
kegiatan. e ,
. Menentukan tanggal yang pasti untuk setiap kegiatan, sehingga
akhirnya | bisa ditentukan ‘semacam Time Schedule secara

menyeluruh.




BAB V
PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI KIM KABUPATEN

A. Pengertian Forum Komunikasi KIM Kabupaten

Forum Komunikasi KIM Kabupaten diperlukan untuk
memberikani ruang gerak yang lebih luas dalam meningkatkan peran
sebuah Forum KIM Kecamatan. Dengan adanya forum komunikasi KIM
Kabupaten,. léomunikasi dapat beﬁalan secara maksimal antar anggota
Forum Komqnikasi KIM Kecamatan karena adanya intensitas diskusi
yang bisa dibangun secara konstruktif untuk memecahkan masalah

- bersama antar FK KIM Kecamatan dalam satu Kabupaten.

Forumi Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Kabupaten 1n1 berfungsi sebagal wahana informasi dan komunikasi
antara anggota Forum Komun1kas1 KIM Kecamatan dengan pemerintah
atau sebahknya, sebagai mitra dialog dengan pemerintah dalam
merumuskanE kebijakan pubhk, sebagai sarana peningkatan
pemberdayaa{n masyarakat dibidang informasi dan sebagai lembaga
atau kelomp?k. Berdasarkan peftimbangan tersebut, maka sudah
menjadi kebutuhan bahwa Forum Komunikasi KIM yang ada di

- Kecamatan-kecamatan memiliki wadah yang mampu meningkatkan
peran secara{ maksimal. Wadah itu diwujudkan dalam sebuah forum
guna menjalin  komunikasi untuk mendiskusikan berbaga1

permasalahan yang berkenaan dengan perkembangan KIM.

B. Keanggotaan

Pendiri] Forum Komunikasi KIM Kabupaten ini berasal dari

masmg—masmg ketua atau perwakﬂan dari Forum Komunikasi KIM
Kecamatan. J umlah ini bisa bertambah sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan pend1r1 dalam mengelola para anggotanya. Anggota Forum
Komunkasi KIM Kabupaten juga tidak dibatasi. Bisa berasal dari
berbagai kel?mpok usia serta tidak membedakan jenis kelamin.
Anggota ForL:1m Komunkasi KIM Kabupaten juga bisa datang dari
aneka profesig atau pekerjaan. Yang terpenting semua angota harus
berpadu dan fJunya tujuan bersama dalam mendayagunakan informasi

sebagai saranEa mendapatkan solusi atas persoalan yang dihadapi.




C. Sosialisasi
Pemerintah di daerah dalam hal ini yaitu Dinas Komunikasi dan

Informatika | bertindak sebagai fasilitator dan dinamisator yang

berperan untuk mempermudah kelompok yang sudah terbentuk agar
semakin ngandiri dalam mencari, mengolah dan memanfaatkan
informasi. Forum Komunkasi KIM Kabupaten dibentuk dengan
paradigma atau cara pandang bpttom—up yang berarti dibentuk dari
bawah dalam hal ini dibentuk daﬁ Forum Komunikasi KIM Kecamatan
masing-masing kecamatan di satu kabupaten tersebut. Keterlibatan
pemerintah dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika hanya
sebagai pendorong dan pembina agar Forum Komunikasi KIM
Kabupaten | mandiri dalam  membentuk, mengelola dan
memberdaya‘lkan KIM. Forum Komunikasi KIM Kabupaten yang
terbentuk selanjutnya bisa. disinergikan dengan para pemangku
kepentingan| baik di tingkat pﬁsat maupun daerah. Sebagai mitra
pemerintah daerah, Forum Komunikasi KIM Kabupaten berperan
dalam menyebarluaskan informasi di tingkat Kabupaten. Disisi lain,
Forum Komunikasi KIM Kabupatenmenjadi penampung aspirasi |
masyarakat |Desa/Kelurahan yahg diwakili Forum KIM Kecamatan
kemudian menjadi penghubling informasi dari daerah ke
Desa/Kelurahan. | ' |

- D. Pembentukaln v
Forum Komunikasi KIM Keibupaten dibentuk oleh masyarakat,
dari masyarakat dan untuk masyarakat yang secara mandiri dan
kreatif mengelola informasi dan pemberdayaan masyarakat guna
meningkatke{n nilai tambah. Oleh karena itu dibutuhkan serangkaian
langkah penyiapan agar kaf)asitas Forum Komunikasi KIM
Kabupatenyang ada di Kabupatér} bisa terus meningkat dari waktu ke
- waktu. Penyiapan Sumber Daya;; Manusia menjadi hal penting yang
harus diperhatikan. Dengan adanya SDM yang baik, diharapkan
pengelolaan jmaupun penyebarah informasi dapé.t berjalan optimal.
Disamping itu bisa membuat Forum Komunikasi KIM Kabupaten
berperan lebéh besar dalam mengelola dan mendayagunakan informasi

melalui teknologi informasi dan komunikasi.




. Penetapan

Dukungan Pemerintah mérupakan tahapan lanjutan setelah
Forum Komunikasi KIM Kabupaten terbentuk dan memainkan
perannya dijtengah masyarakat.;b Forum Komunikasi KIM Kabupaten
dapat disahkan atau dikukuhkan::déngan SK (Surat Keputusan) Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten. Pengukuhan melalui
SK Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten ini menjadi
penting Iﬂarena merupakan bentuk pendataan sebuah
organisasi/lembaga yang eksis dalam masyarakat. Kedepannya
dengan adanya Surat Keputusaﬁ (SK) akan lebih mudah dilakukan
pembinaan oleh pemerintah. Sﬁrat Keputusan pengukuhan Forum
v Komunikas1 KIM Kabupaten adalah langkah awal sebuah organisasi

menJadl badan hukum

. Penyusunan|Program kerja

Forum Komunikasi KIM Kabupatén diadakan karena adanya
tuJuan bersama yang ingin dlcapau Jelas bahwa tujuan atau sasaran
:merupakan titik tolak dari adanya Forum Komunikasi KIM Kabupaten
~ tersebut. Dilam upaya untuk mencapm sasaran, harus dilakukan
‘berbagai aktivitas seperti pembagian kerja, penyusunan program kerja,
penyediaan balk sarana fisik maﬁpun kéuangan untuk melaksanakan
operasional, pengendaliah kegiatén', pengaWasan dan masih banyak
lagi. Berikut langkah-langkah itpenyusunan program kerja untuk
Forum Komunikasi KIM Kabupatén :

1. Membagi keglatan-keglatan yang dlperlukan guna pencapaian

tujuan dalam langkah—langkah atau tindakan pembagian
pekerjaah, Hal ini sangat berguna untuk tujuan perencanaan,
pengbrganisasian dan pengawasan.

2. Memperhatikan hubungan ahtara satu langkah atau tindakan
tersebut | dengan langkah 1ainriya, apabila diperlukan bisa
dibuatkan urutan dalam pelaksanaan tindakan.

3. Menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk setiap langkah
atau tindakan. :

4. Menentukan sumber-sumber. baik ‘sarana fisik, sumber daya
manusia !(pelaksana) maupun keuangan yang akan diperlukan
untuk melaksanakan tindakan tersebut. Sarana-sarana yang ada

perlu di inventarisasi terlebih dahulu. Dalam hal ada kekurangan







